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Jack Alias GTM (generasi Toifah Mansuroh), 4 Juni 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1818 K/Pid.Sus/2013 atas nama para
terdakwa: Mohamad Hasan bin Khusi Mohamad, dan R. Azmi Bin
Mohamad.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 013/PUU-I/2003 dimuat

dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, terbit hari
Jumat tanggal 30 Juli 2004.

G. Dokumen Lain

Keterangan Pemerintah tentang Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002
yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia saat itu,
Yuzril Ihza Mahendra, tertanggal 18 Oktober 2002.

Risalah Rapat Pansus Empat RUU Bidang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, Disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum dalam Rapat
Kerja Pansus Empat RUU Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
19 Februari 2003.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/.A/11/1993
Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 Tentang Pedoman
Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.



